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ABSTRAK

Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik pada Aceh, meskipun telah
ada regulasi seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan. Faktor-faktor
internal, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta faktor
eksternal seperti tekanan sosial dan budaya patriarki, menjadi hambatan utama
dalam mencapai kesetaraan gender di ranah politik. Dalam konteks tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam meningkatkan partisipasi
perempuan di bidang politik dan apa saja faktor-faktor penghambat yang
mempengaruhi partisipasi perempuan di bidang politik. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa DP3 A memainkan peran krusial melalui program pelatihan dan pendidikan
politik, tetapi dihadapkan pada kendala anggaran dan sumber daya manusia.
Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh mengalami fluktuasi,
mencerminkan dinamika politik dan faktor lainnya. Kesimpulan penelitian
menekankan pentingnya perhatian lebih lanjut terhadap kendala internal dan
dinamika politik lokal guna memperkuat upaya meningkatkan partisipasi
perempuan di politik Aceh.

Kata Kunci: Peran, Partisipasi, politik
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu indikator
penting dalam mengukur kualitas demokrasi dalam suatu negara. Seiring dengan
perkembangan zaman, banyak negara yang telah mengakui pentingnya
keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pemerintahan sebagai upaya
untuk mencapai kesetaraan gender didalam sistem ketatanegaraan. Hal ini juga

berlaku di tingkat regional dan lokal.

Kesempatan perempuan untuk bergabung di dunia politik sebenarnya sudah
ada sejak dulu, namun ada beberapa faktor yang membuat perempuan jarang
sekali berada di dunia perpolitikan. Salah satu faktor utamanya adalah masih
adanya pandangan stereotipe, bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang
keras, dunia yang memerlukan pikian-pikiran cerdas dunia yang penuh debat. Hal
ini semua dianggap hanya milik laki-laki bukan milik perempuan, dan perempuan

tidak pantas berpolitik.'

Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menyamakan persepsi dan misi
secara proporsional sesuai dengan kodrat mereka sebagai wanita. Partisipasi

perempuan di bidang poltik tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih di

! Sutrisno. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca

Pemilihan Umum Tahun 2014., Vol.1, No. 2, Jurnal As-Salam. September - Desember 2016
(di akses pada 7 Juni 2023)



Aceh. Meskipun telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang
keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, namun tingkat keterwakilan
perempuan di legislatif Pemerintah Aceh masih rendah. Pada dasarnya, wanita
tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak-anak
tetapi wanita juga memiliki peran sebagai pendamping kepala keluarga. Namun,
lebih penting lagi, wanita harus dianggap setara dengan pria dalam kapasitasnya

untuk bersaing di bidang pemerintahan.’

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang adanya prinsip
persamaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini menghapuskan diskriminasi
di Indonesia. Karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa
memandang suku, agama, golongan, jenis kelamin serta kedudukan. Para pendiri
negara Indonesia telah menyadari pentingnya prinsip persamaan di hadapan
hukum dan pemerintahan sebelum mendirikan negara, yang menunjukkan
kesadaran mereka tentang perlindungan hak asasi manusia. Namun, kenyataanya
masih ada ketertinggalan pada kaum perempuan dalam berbagai kebijakan
pembangunan, terutama di bidang politik, sosial, dan hukum. Oleh karena itu
diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan guna mencapai
kesetaraan dan keadilan gender serta memperbaiki kualitas hidup perempuan

secara keseluruhan.

Pada era demokrasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama dalam

bidang politik menjadi sangan relevan. Partai politik memiliki peran penting

2 Refa Anggraini, (2022). Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki. Kementerian Keuangan. Di

akses di https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-
Laki-Laki.html Pada 7 Juni 2023.


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15362/Kesetaraan-Perempuan-dan-Laki-Laki.html

sebagai wadah organisasi bagi suatu negara, terutama dalam sistem demokrasi,
guna menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembuatan kebijakan publik. Selain
itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana untuk menyiapkan dan melatih

kader-kader terpilih yang nantinya akan menduduki posisi kepemimpinan.?

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan sistem syariat Islam dan telah
diatur dalam Undang-Undang, sering kali dianggap kurang progresif dalam
mewujudkan kesetaraan gender. Dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009
tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Di sebutkan bahwa
perempuan memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi jabatan politik di
berbagai tingkatan, baik eksekutif maupun legislatif secara proporsional, serta
berpartisipasi dalam aktivitas politik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Mereka juga berhak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai
politik nasional maupun lokal secara adil, dan berhak dicalonkan sebagai anggota

legislatif oleh partai politik berdasarkan kemampuan yang dimiliki.*

Table 1.1
Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh (Persen)
No Tahun Persen
1 2015 14,81%
2 2016 16,00%
3 2017 14,81%
4 2018 14,81%
5 2019 11,11%
6 2020 11,11%

3 Putu, Ayu Natri. (2013). Perempuan dan Politik. Jurnal Perempuan, Vol. 3, No. 1, Januari

(diakses pada 7 Juni 2023)
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan




Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), presentase keterlibatan perempuan dalam
parlemen Aceh (persen), 2015-2020.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan
dalam parlemen Aceh dari tahun 2015 hingga 2020. Persentasenya bervariasi,
dimulai dari 14,81% pada 2015, meningkat menjadi 16,00% pada 2016, lalu
kembali ke 14,81% pada 2017 dan 2018. Namun, terjadi penurunan signifikan
pada 2019 dan 2020, di mana persentasenya turun menjadi 11,11%. Fluktuasi ini
dapat mencerminkan dinamika politik, perubahan kebijakan, atau faktor lain yang
mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh. Peningkatan pada
tahun-tahun tertentu menunjukkan kemajuan, sementara penurunan pada 2019-
2020 menunjukkan perhatian yang mungkin perlu diarahkan untuk memahami
penyebabnya dan memperbaiki partisipasi perempuan dalam kebijakan dan

pengambilan keputusan.

Tabel 1.2
Daftar Pemilih Tetap (DTP)
Tahun Laki-laki Perempuan Total
2014 1.642.352 1.688.361 3.330.719
2017 1.686.728 1.744.854 3.431.582
2019 1,733.774 1.790.000 3.523.774.
2024 1.839.412 1.902.625 3.742.037

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2023), data jumlah pemilih tetap provinsi
Aceh (2014-2024)

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU ini memberikan
dasar hukum yang lebih kuat dalam pembentukan, pengorganisasian, dan kegiatan
partai politikk di Indonesia. Undang-Undang ini juga mengatur tentang

keterwakilan perempuan dalam partai politik dan mendorong partisipasi politik




perempuan. Perubahan Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengaturan

keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum.’

Pemilihan umum legislatif merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi
di banyak negara, di mana warga negara berhak memilih wakil untuk duduk di
lembaga legislatif seperti parlemen. Tujuannya adalah menentukan komposisi
partai politik di parlemen, yang berdampak pada kebijakan publik. Proses
kompleks pemilihan ini, yang melibatkan penetapan calon, kampanye, hingga
penghitungan suara, memerlukan integritas dan transparansi untuk memastikan
demokrasi berjalan akuntabel dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi setiap
individu untuk memahami secara mendalam tentang pemilu guna terlibat aktif

dalam proses demokrasi dan pembangunan negara.

Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat bahwa DP3A memainkan
peran kunci dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Melalui
kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik,
DP3A membantu perempuan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan

yang diperlukan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

DP3A sebagai dinas yang memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan
perempuan, memiliki peran penting dalam mengatasi isu kesenjangan di bidang
politik dan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Peran ini sendiri sudah

tercantum pada peraturan gubernur Aceh Nomor 113 tahun 2016 tentang susunan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 fentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008  Tentang  Partai  Politik.  Peraturan  BPK.  Tersedia  di:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/3913 1/uu-no-2-tahun-2011 (Diakses pada 7 Juni
2023).
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tata organisasi tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak Aceh yang terdapat pada pasal 5. Yang dijelaskan bahwa Dinas
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh tugas melaksankan urusan
pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan
keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan

informasi gender dan anak.

Dengan melakukan berbagai program pelatihan dan pendidikan, DP3A
berupaya meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kesadaran perempuan
untuk naik ke posisi legislatif atau kepemimpinan lainnya. Selain itu, DP3A juga
bertujuan untuk mengatasi budaya patriarki dan mindset masyarakat yang dapat

menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan.®

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat kesempatan perempuan
untuk bergabung di dunia politik di Aceh yang masih terbatas. Faktor-faktor
seperti pandangan stereotipe yang menganggap dunia politik sebagai milik laki-
laki, serta ketertinggalan pada kaum perempuan dalam berbagai kegiatan
pembangunan telah menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam

proses pengambilan keputusan.

Peran perempuan dalam bidang politik menjadi semakin penting karena
tantangan dan tuntutan yang berkembang dalam tata kelola pemerintahan yang
lebih inklunsif dan partisipatif. Pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk hak

partisipasi politik perempuan menjadi sangat relevan dalam era demokrasi,

Dina Amalia. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Aceh Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan
Hukum. Vol. 3(3) Agustus 2019, pp. 336-345.



dimana partai politik memiliki peran sentral sebagai wadah untuk menyalurkan

aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijkana publik.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunagn Anak dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan partisipasi
perempuam di bidang politik. Latar belakang ini menjadi landasan bagi peneliti
untuk mengangkat judul penelitian “Peran DP3 A Dalam Meningkatkan Partisipasi

Perempuan Di Bidang Politik”

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalaham diatas maka yang menjadi

indentifkasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik.
2. Masih adanya beberapa penghambat seperti padangan stereotip, budaya
patriarki terhadap perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan

politik, baik di tingkat eksekutif maupun legislative.

1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan permasalahan yang telah diuraikan
di atas, pokok permasalahan yang bisa diambil yaitu:
1.  Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) Aceh dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik?

2. Faktor penghambat dalam partisipasi perempuan di bidang politik?
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1.5.

1.6.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam meningkatkan partisipasi
perempuan di bidang politik.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi

perempuan di bidang politik.

Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

Secara teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan
pemahaman terkait partisipasi perempuan di bidang politik, serta menjadi
referensi untuk penelitian selanjutnya.

Secara praktis, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh
pemerintah, LSM, organisasi perempuan dan masayrakat dalam konteks

politik.

Penjelasan Istilah

DP3A merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh. DP3A merupakan lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab  dalam  mengkoordinasikan  program-program
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Partisipasi politik merupakan suatu bentuk keikutsertaan individu atau

kelompok dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik



dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemilihan umum, aksi protes,
kampanye politik.

Keterwakilan perempuan merupakan jumlah atau persentase perempuan
yang terlibat dalam suatu lembaga atau proses pengambilan keputusan
politik. Keterwakilan perempuan dapat diukur melalui jumlah perempuan
yang terpilih sebagai anggota legislatif, jumlah perempuan yang terlibat
dalam partai politik, atau jumlah perempuan yang terlibat dalam proses
pengambilan keputusan politik lainnya.

Feminisme merupakan gerakan sosial politik yang bertujuan untuk
mendefinisikan dan membangun kesetaraan politik, ekonomj, pribadi dan

sosial dan jenis kelamin.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi pedoman penulis adalah penelitian yang
dilakukan oleh Siti Maya Sari dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di
Bidang Politik Di Provinsi Riau”. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif menggunakan survey deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam memberdayakan
Perempuan di bidang politik sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki Kembali. Persamaan
dengan penelitian saya adalah sama-sama memiliki fokus pada peran dinas dalam
memberdayakan perempuan di bidang politik, dan metode yang digunakan yaitu

kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari lokasi penelitian.’

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Priandi dan Kholis Roisah
dengan judul “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam
Pemilihan Umum Di Indonesia”. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah
yuridis nomatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi keterwakilan
perempuan di parlemen disebabkan karena penerapan kebijakan yang sama upaya

meningkatkan partisipasi politik perempuan termasuk pendidikan politik keluarga,

7 Sari Maya S. (2019). Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam

memberdayakan perempuan di bidang politik di Provinsi Riau (Doctoral dissertation,
Universitas Islam Riau).

10
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dorongan berorganisasi, advokasi peran perempuan dalam politik serta persiapan
politik sejak usia dini. Meskipun ada peningkatan dengan 40% perempuan dalam
pencalonan legislative 2019, kekhawatiran tentang penurunan keterwakilan

perempuan tetap relevan.®

Persamaannya dari segi fokus penelitian, sama-sama fokus pada upaya
meningkatkan partisipasi politik perempuan. kedua penelitian ini secara umum
berusaha untuk mendukung dan mempromosikan keterlibatan perempuan dalam
politik untuk mencapai kesetaraan gender dan representasi yang lebih baik di
lembaga-lembaga politik. Sedangkan perbedaan dari lokasi penelitian, variabel
penelitian yaitu Penelitian sebelumnya menyoroti variasi keterwakilan perempuan
di parlemen dan menganalisis solusi dalam bentuk pendidikan politik keluarga,

berorganisasi, advokasi peran perempuan, dan persiapan politik sejak usia dini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah dengan judul
“Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia ”. Metode penelitian dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data yang
berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
adanya perubahan peran perempuan di sejarah Indonesia yang dipengaruhi oleh
budaya patriarki. Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik yang

mana didalamnya mewajibkan partai politik pusat untuk melibatkan 30%

Riski Priandi, & Khalis R. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan
dalam pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 106-
116. (diakses pada 8 Juni 2023)
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perempuan dalam kepengurusan, bertujuan mengurangi ketidaksetaraan gender

dan menciptakan peraturan lebih inklusif.’

Persamaanya sama-sama fokus pada partisipasi perempuan di politik,
tantangan budaya patriaki. Sedangkan perbedaanya penelitian saya berfokus pada
peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik,
sementara penelitian Anifatul Kiftiyah lebih bersifat umum, membahas peran
perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia tanpa fokus pada lembaga atau

dinas tertentu.

Nama Peneliti Siti Maya Sari (2019)

Judul Penelitian Peran  Dinas @ Pemberdayaan = Perempuan  Dan
Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan

Di Provinsi Riau

Tujuan Penelitian Mengidentifikasi peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan  dan Perlindungan  Anak  dalam
memberdayakan perempuan di bidang politik di

Provinsi Riau.

Metode Penelitian Kualitatif (Survey Deskriptif)

Hasil Penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah
berjalan baik namun ada aspek yang perlu diperhatikan

untuk diperbaiki.

Perbedaan Fokus pada lokasi penelitian, lokasi.

? Anifatul K. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. Yinyang: Jurnal

Studi Islam Gender dan Anak, 14(1), 1-13.
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Nama Peneliti

Rizki Priandi & Kholis Roisah (2019)

Judul Penelitian

Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan

Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Tujuan Penelitian

Menganalisis upaya-upaya yang dapat meningkatkan

partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Metode Penelitian

Yuridis Nomatif

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variasi
keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan
oleh berbagai faktor, seperti pendidikan politik
keluarga, advokasi peran perempuan, dan persiapan
politik sejak usia dini. Kekhawatiran tentang

penurunan keterwakilan perempuan masih relevan.

Perbedaan

Teori, Lokasi penelitian.

Nama Peneliti

Anifatul Kiftiyah (2019)

Judul Penelitian

Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia

Tujuan Penelitian

Menganalisis peran dan tantangan partisipasi

perempuan di politik Indonesia.

Metode Penelitian

Kualitatif

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan

peran perempuan di sejarah Indonesia dipengaruhi
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budaya patriarki. Undang-undang No. 2 tahun 2011
mewajibkan  partai  polittk melibatkan 30%

perempuan dalam kepengurusan.

Perbedaan Lokasi penelitian, teori.

2.2. Konsep Peran
2.2.1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peran adalah aspek dinamis dari
kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.!® Peran adalah
serangkaian harapan yang ditujukan kepada seseorang yang menduduki jabatan
atau posisi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa individu akan mengalami
konflik peran ketika mereka dihadapkan pada dua atau lebih tekanan yang saling
bertentangan secara bersamaan. Dalam situasi tersebut, jika individu mematuhi
salah satu tekanan, mereka mungkin menghadapi kesulitan atau bahkan tidak
mungkin mematuhi tekanan yang lainnya.!! Soerjono soekanto menjelasakan ada

3 syarat-syarat peran yaitu:

1. Peran melibatkan norma-norma yang terkait dengan kedudukan atau lokasi

seseorang dalam masyarakat. Konsep peran dalam hal ini mencakup

Soekanto, & Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 212
1 Febrianty, (2012). Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict
terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan”, Jurnal
Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech.
hlm.320.
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serangkaian aturan yang menggarah individu dalam menjalani kehidupan
sosial.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur

sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivaii, peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan
diharapkan dari seseorang posisi tertentu.'? Miftha Thoha mendefinisikan peranan
sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena jabatan. Jadi, peran dapat
dianggap sebagai suatu rangkaian kegiatan teratur yang muncul karena jabatan
tertentu. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial menyebakan kecenderungan
untuk hidup dalam kelompok.'> Dalam dinamika kehidupan berkelompok ini,
interaksi antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lainnya tak

dapat dihindari interaksi ini mendorong timbulnya ketergantungan satu sama lain.

Dalam istilah manajerial, peran adalah suatu harapan akan perilaku yang
sesuai dari pemegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi, terutama yang
berkaitan dengan fungsi dan tugas yang dilakukan, sehingga organisasi atau

lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dalam kapasitas peran.

12 Veithzal Rivai. (2004), Kepemimpinan, Jakarta, Universitas Sumatera Utara. Grafindo

Persada
13 Mifta Thoha, (2005). Perilaku Organisasi Konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada
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Menurut Ryass Rasyid dalam buku muhadam labolo peran pemerintah adalah

sebagai beriku

1.

tl4:

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat pedoman untuk
menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan. Dalam posisi mereka sebagai
regulator, mereka memberikan pedoman dasar kepada masyarakat, yang
kemudian digunakan oleh masyarakat untuk mengatur setiap rencana
implementasi pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah sebagai fasilitator, memfasilitasi pelaksanaan pembangunan
dengan mengatur kepentingan semua pemangku kepentingan dan
mengoptimalkan ~ pembangunan  masyarakat. = Pemerintah  berusaha
menciptakan atau mendorong suasana ketertiban, kenyamanan, dan keamanan,
termasuk mempermudah akses ke sarana dan prasarana pembangunan seperti
bantuan, dana, dan permodalan.

Peran pemerintah sebagai motivator, mempengaruhi masyarakat untuk
memahami program yang dilaksanakan dan membuat mereka merasakan
peran pemerintah sebagai motivator, sehingga masyarakat tumbuh subur

dalam setiap agenda.

2.2.2. Jenis-jenis Peran

sebagai beriku

Peran atau role menurut Bruce J. Cogen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu

th3:

14

15

Labolo, M. (2023). Memahami ilmu pemerintahan. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali
Pers.

Bruce, J. (1992). Cogen ab Simarona Sahat. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rineke
Cipta). Hlm. 25
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a.  Peranan nyata (Anacted Role) adalah cara yang benar-benar dilakukan
seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran

b.  Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan
masyarakat dari kita untuk menjalankan suatu peran tertentu

c.  Konflik peran (Role Conflick) adalah kondisi yang dialami seseorang yang
menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan
peranan yang bertentangan satu sama lain.

d. Kesenjangan peranan (Role Distance) adalah pelaksanaan peran secara
emosional

e. Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam
melaksanakan peran tertentu.

f. Model peranan (Role Model) tingkah laku seseorang yang dijadikan contoh
ditiru dan diikuti.

g.  Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang

dengan orang lain saat dia menjalankan peranannya

2.3. Konsep partisipasi perempuan di bidang politik
2.3.1. Partisipasi Politik

Sebelum membahas lebih lanjut tentang partisipasi perempuan dalam
politik, kita harus berbicara tentang kata "partisipasi". Partisipasi berasal dari kata
latin "pars", yang berarti bagian dan "capere”, yang berarti mengambil peranan

dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Digabungkan berarti mengambil
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bagian, dan partisipasi dalam bahasa Inggris berarti mengambil bagian.'® Dengan
demikian, partisipasi berarti mengambil bagian dalam aktivitas atau kegiatan

politik negara

Islam adalah agama yang mengarahkan kehidupan di dunia dan akhirat.
Oleh karena itu, islam memberikan perhatian kepada isu-isu yang terkait dengan
urusan dunia dengan porsi yang seimbang dan menajdikannya sebagai tanggung
jawab bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. dalam konteks ini,
terdapat padangan dari sebagian intekelektual yang mendorong partisipasi
perempuan dalam penggunaan hak-haknya, termasuk hak politik dan hak-hak
lainnya, dengan tetap mematuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, anggota

keluarga dan pendidik bagi anak-anak mereka.'”

Semakin banyak masyarakat menyadari bahwa politik merupakan hal yang
melekat dengan lingkungan sekitar. Mau tidak mau politik sangat mempengaruhi
setiap orang. Ini berlangsung sejak lahir sampai dengan mati, pengetahuan dalam
berpolitik termasuk kunci memahami lingkungan. Menurut Aristoteles, politik
mengatur apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak dilakukan. Hal ini
membuat kita mengerti bahwa sangat penting mempelajari politik. Yang menjadi
pusat perhatian ilmu politik yakni proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan

politik.'®

16 Miriam Budiarjdjo, (2012). Dasar-dasar ilmu politik, edisi revisi Cet. Ke-5. Jakarta: PT
gramedia pustaka umum, Him. 367

17 Maloko, M. T. (2013). Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan
Hadis. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 17(1), hlm 209

18 Bedjo Sukarno. (2011). Pendidikan politik dalam demokratisasi. Widya Wacana: Jurnal
[lmiah, 7(1). Him 2
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Herbert McClosky, seorang tokoh dalam studi partisipasi, mendefinisikan
partisipasi politik sebagai tindakan-tindakan sukarela yang dilakukan oleh anggota
masyarakat dimana mereka terlibat dalam proses pemilihan pemimpin dan ikut
serta, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan

kebijakan umum.'"

Secara umum partisipasi politik seperti yang di jelaskan Miriam Budiario,
dalam bukunya “Dasar-dasar ilmu politik” merujuk pada keterlibatan individu
atau kelompok dalam aktivitas politik dengan cara aktif. Ini melibatkan berbagai
Tindakan, termasuk memilih pemimpin negara dan berkontribusi secara langsung
maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan pemerintah, aktivitas ini
meliputi pembuatan seperti suara dalam pemilihan umum, menjalin komunuikasi
dengan pejabat pemerintahan, menjadi anggota partai politik, serta melibatkan diri

dalam bentuk lain seperti memberikan kritik terhadap penguasa.?’

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam berbagai tahapan
kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan. Termasuk
peluang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Secara umum, partisipasi
politik merujuk pada aktivitas individu atau kelompok dalam mengambil bagian
secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, serta

berpengaruh secara langsung maupun terhadap arah kebijakan pemerintah.

Dari pendapat yang tertera diatas bahwa politik bukan hanya tentang

pemerintah yang memberikan arahan kepada masayrakat, tetapi juga tentang

19 Miriam Budiarjdjo, (2012) Dasar-dasar Ilmu Politik, edisi revisi Cet. Ke-5. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Umum, Hlm. 367
20 ibid hlm. 368
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keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan
pengambilan keputusan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi yang erat antara
pemerintah dan Masyarakat dengan harapan bahwa melalui interaksi yang
berkelanjutan ini, tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama dapat tercapai

secara lebih efektif.

Dengan garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam
ranah politik adalah hal yang wajar. Karena prinsip-prinsip demokrasi mengakui
hak setiap individu untuk terlibat dalam aktivitas politik dan mempertahankan
identitasnya. Perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat yang
memiliki hak untuk mengemban tanggung jawab politik sejajar dengan laki-laki,

dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat islam.

2.3.2 Teori Feminisme

Sejarah perjuangan wanita dimulai dengan kongres perempuan Indonesia
pada 28 Desember 1928. Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 A hingga Pasal 28]
amandemen UUD 1945 secara konstitusional menyatakan kemajuan dan
perjuangan perempuan Indonesia untuk hak asasi dan penegakkannya.’' Tujuan
gerakan emansipasi perempuan adalah untuk menuntut persamaan hak antara laki-

laki dan perempuan. Salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah

2 Elfia Farida, (2011), Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All

Forms Discriminations Againts Women (CEDAW) di Indonesia, MMH, Jilid 40 Nomor 4
Edisi Oktober 2011, Universitas Diponegoro, him. 443.
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dengan memerangi diskriminasi, yang sering dihadapi oleh pemerintah di

berbagai negara di semua bidang, termasuk di bidang politik.??

Menurut Wiliam Outwaite, feminisme didefinisikan sebagai perjuangan atau
dukungan terhadap kesetaraan anatar laki-laki dan perempuan yang disertai
dengan komitmen untuk meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat.
Konsep ini diasumsikan berdasarkan adanya ketidaksetaraan antara jenis kelamin,
baik dalam bentuk dominasi laki-laki (patriaki), ketidakseimbangan gender

atauppun dampak sosial yang timbul akibat perbedaan gender.?

Pemahaman para feminis tentang realitas budaya dan historis, serta tingkat
kesadaran tentang persepsi dan perilaku mereka, dapat menyebabkan pergeseran
ideologi feminis. Pandangan feminis berbeda bahkan di antara perempuan dari
jenis-jenis yang sama. Sebagian didasarkan pada alasan, seperti akar kebudayaan,
tentang patriarki dan dominasi laki-laki, dan tidak ada eksploitasi lingkungan,
kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan gender yang akan menjadi resolusi akhir

dari perjuangan perempuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa feminisme adalah pergerakan yang berfokus
pada upaya untuk mencapai martabat, kesetaraan gender, dan mengkritik
ketidaksetaraan berdasarkan jenis kelamin. Gerakan ini berusaha untuk mengatasi

sistematik kelemahan perempuan dalam masayrakat modern, padangan feminisme

2 Rifa Hidayah, (2012). Perempuan dan Keterwakilannya dalam Politik Praktis, Malang hlm.
1.

William Outwaite, (2008), Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern, terj. Tri Wibowo
Jakarta: Prenada Media Group, hlm 313.
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berkembang seiring pemahaman sejarah, budaya, kesadaran bahkan variasi

diantara pandangan perempuan itu sendiri.

2.3.3. Teori Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan
yang berlangsung dalam empat tingkatan berbeda, yakni lingkup keluarga, pasar,
masyarakat dan negara. Konsep pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan

peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses di mana orang yang tidak
berdaya dapat memperoleh kontrol yang lebih besar atas situasi atau situasi dalam
kehidupan mereka. Kontrol ini mencakup kontrol atas berbagai sumber, seperti

fisik dan intelektual, serta ideologi, seperti nilai, keyakinan, dan pemikiran.?*

Sementara itu, Tutik Sulistyowati mengatakan dalam jurnalnya bahwa
pemberdayaan perempuan adalah upaya yang memungkinkan perempuan untuk
memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial,
dan budaya, sehingga mereka dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya
diri, sehingga mereka dapat membangun kemampuan dan konsep diri mereka

sendiri.?

Pemberdayaan perempuan memiliki dua karakteristik. Pertama, sebagai

pemikiran tentang kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat untuk

2 Ipandang, 1. (2021). Pemberdayaan perempuan masyarakat tolaki berbasis home industri

melalui kerajinan kain perca sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga. NGARSA:
Journal of Dedication Based on Local Wisdom, 1(1), him 79

Tutik Sulistyowati, (2015). Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan
Profesional dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja. Jurnal
Perempuan dan Anak. Malang Hlm 4.
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berpartisipasi dalam pembangunan secara kolektif. Kedua, sebagai proses
pelibatan individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, kesadaran, dan

pengorganisasian kolektif untuk memungkinkan mereka berpartisipasi.

Pemberdayaan perempuan membantu dan mempercepat tercapainya kualitas
hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh bidang
atau sektor. Semua orang ingin pemberdayaan perempuan berhasil, tetapi tidak
semua orang tahu bagaimana itu berhasil. Faktor-faktor berikut menunjukkan

tingkat pemberdayaan perempuan:

a. Adanya sarana yang memadai untuk mendukung perempuan untuk menempuh
pendidikan semaksimal mungkin.

b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk
berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan bagi diri mereka sendiri.

c. Adanya peningkatan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan
tinggi, sehingga mereka memiliki  peluang yang lebih besar untuk
mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.

d. Adanya peningkatan jumlah siswa perempuan yang melanjutkan pendidikan
tinggi.

e. Meningkatkan jumlah aktifis perempuan yang terlibat dalam kampanye

pemberdayaan perempuan dalam pendidikan.?®

Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali

kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik

26 Mawaddah, Layalia (2020). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP3A4) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan
(PPUEP) di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. hlm 25



24

hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-
keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Terkait dengan pemberdayaan
perempuan, hal yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana yang kondusif.

Hal itu dapat dilakukan dengan:?’

a.  Memotivasi, mendorong, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang
dimiliki.

b.  Meningkatkan akses ke berbagai peluang yang membuatnya lebih berdaya.

c.  Melindungi potensi sebagai bukti kepedulian untuk menghindari persaingan
yang tidak seimbang dan cenderung dieksploitasi oleh yang kuat terhadap

yang lemabh.

2.2.3.Keterwakilan perempuan

Di dalam buku Astrid Anugrah, SH, Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 tentang
hak asasi manusia, pasal 46 menyatakan bahwa keterwakilan wanita adalah pemberian
kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya
dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju
keadilan dan kesetaraan gender.?® Irwan menyatakan bahwa kaum perempuan masih perlu
memperjuangkan keterwakilan perempuan sebagai masalah politik. Para pemerhati
perempuan yakin dan optimis bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan
keputusan kebijakan akan berdampak besar pada keadilan politik karena perempuan lebih

peka terhadap kepentingan keluarga, anak, dan perempuan.?’

z Elizabeth, R. (2007). Pemberdayaan wanita mendukung strategi gender mainstreaming

dalam kebijakan pembangunan pertanian di perdesaan. In Forum penelitian agro
ekonomi (Vol. 25, No. 2, pp. 126-135).

Anugrah, Astrid. (2009). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Jakarta: Pancuran Alam.
Irwani, Zoer’aini Djamal. (2009). Besarnya FEksploitasi Perempuan dan Lingkungan.
Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
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2.4. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan perlindungan Anak Aceh

3

Peran DP3A Dalam Meningkatkan Partisipasi

Perempuan Di Bidang Politik

L

25

1. Konsep peran
2. Teori Pemberdayaaan Perempuan
3. Teori Partisipasi Politik
4. Teori feminsisme
5. Teori keterwakilan perempuan
Peran B Faktor penghambat
1. Pemberdayaan perempuan T hicmal
2. Tingkat pendidikan 2. Eksternal
3. Kesetaraan gender
4. Sarana politik

l

Diharapkan dengan peran aktif DP3A, peningkatan alokasi

anggaran, dan perubahan budaya, partisipasi perempuan di politik
dapat meningkat signifikan, mewujudkan masyarakat yang lebih

inklusif dan berkeadilan gender.




BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dalam konteks alamiah
dengan tujuan utama untuk menginterpretasi fenomena yang terjadi. Dalam
pendekatan ini, peneliti sebagai instrument kunci, dan pengambilan sampel dari

sumber data dilakukan sengaja (purposive) serta mengikuti jejak (snowball).*°

Penelitian memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan
objek yang diteliti agar informasi dan data yang diperoleh secara valid terkait
dengan fakta dan fenomena yang ada dilapangan. Penelitian ini didasari dengan
maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai Peran DP3A dalam

mrningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.

Menurut Meolong, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang
bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang dipahami
oleh subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan
fenomena tersebut menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alami,

serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.>!

30 Albi Anggito & Johan Setiawan, (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi:
CV.Jejak, him. 8.

3 Lexy J. Moleong, (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
hlm.6
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3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif Sugiyono menyebutkan bahwa, fokus penelitian
ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi
sosial di lapangan. Fokus penelitian ini memiliki peran penting dalam menentukan
batasan dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, fokus juga berfungsi sebagai

panduan untuk mengarahkan jalannya penelitian.*

Adapun fokus penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

Tabe 3.1.
Dimensi dan Indikator peran DP3A
No Dimensi Indikator
L. Peningkatan kualitas 1. Pemberdayaan perempuan

2. Tingkat pendidikan

2. Partisipasi 1." Sarana politik

2. Kesetaraan gender

Sumber. Peraturan gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016

Tabel 3.2.
Dimensi dan Indikator Faktor penghambat
No Dimensi Indikator
1. | Internal 1. Anggaran

2. Sumber daya manusia

2. | Eksternal 1. Individu

N

Kelompok

Sumber: Peraturan gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016

32 Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi. Sekolah Tinggi
Theologia Jaffray. him. 21
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3.3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitin adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam
penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (DP3A) Aceh. J1. Tgk Batee Timoh No.02, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala,

Kota Banda Aceh, 23114.

3.4. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, adapun data yang digunakan adalah

sebagai berikut:
a. Data Primer

Moleong menyebutkan bahwa data primer adalah data yang didapat dari
sumber pertama dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara,
observasi yang bisa dilakukan oleh peneliti.** Jadi dapat di katakan bahwa data
primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan dan yang didapat secara
langsung yaitu dengan turun ke lapangan tanpa melalui perantara dan melakukan
wawancara langsung dengan beberapa informan. Yang mampu memberikan data

yang akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagaimana pendapat Sugiono menyebutkan bahwa,
sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpulan data misalnya lewat dokumen atau wawancara dengan

33 Moleong, (2017), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya Offset,
hal 157.
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individu dalam lingkungan tempat penelitian maupun orang lain yang dianggap

dapat memberikan informasi bagi peneliti.>*

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung data primer

yang didapat oleh peneliti. Data sekunder bisa didapat melalui berbagai media

seperti buku, artikel, jurnal, makalah, dokumen, internet dan pasti berita tentang

politik yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang dapat memberikan informasi tentang kondisi

dan situasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik yang

digunakan mungkin termasuk pengambilan sampel yang disesuaikan atau

berdasarkan pertimbangan khusus. Adapun yang menjadi informan dalam

penelitian ini merupakan sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi yang

akurat pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.3.
Informan Penelitian
No Informan Jumlah Keterangan
1 Sub koordinador KHP | 1 Orang Sebagi  informan  kunci,
bidang  sosial  politik karena memiliki pengetahuan
hukum mendalam tentang isu-isu
sosial, politik, dan hukum
yang relevan.
2 Pegawai DP3A 1 orang Sebagai  informan  kunci,

34 Sugiono, (2016) Metode Penelitian kualitatf, Kuantitatif dan R&D, Bandung: PT alfabel,

hal 308.
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karena memiliki pengetahuan

tentang partisipasi perempuan

2 Anggota dewan legislatif | 2 Orang Sebagai  informan  kunci
karena memiliki pengaruh
dalam pembuatan kebijakan,
serta yang terlibat langsung

dalam politik.

3 Anggota partai politik 3 Orang Sebagai informan pendukung,
karena dapat memberikan
perspektif  partai  politik

terkait dengan isu politik.

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti Tahun 2023

3.6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk
memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk
mendukung penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data. Adapun cara untuk
memeroleh data dan informasi, penulis melakukan pengumpulan data dengan

teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara
pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara
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pewawancara dengan sumber informasi.*® Secara sederhana dapat dikatakan
bahwa wawancara adalah bentuk interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih

secara langsung dengan tujuan tertentu.

Peneliti menggunakan teknik wawancara sendiri dengan mengajukan
pertanyaan langsung kepada informan untuk memperoleh informasi dan
klarifikasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini,
peneliti menerapkan wawancara tak berstruktur, di mana tidak ada penggunaan
pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Sebaliknya, wawancara
dilakukan dengan pendekatan yang sederhana. Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan wawancara bersama Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik
hukum, pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh,
beberapa anggota dewan dan anggota partai politik. Peneliti juga memberi
pertanyaan seperti yang sudah di siapkan tanpa mempertanyakan pertanyaan

diluar konteks dari data yang ingin peneliti dapatkan.
b.  Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsunng dengan menggunakan
penglihatan maupun pendengaran. Instrumen yang digunakan dalam observasi
dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman
suara.’® Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini ialah untuk

peneliti melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan,

35 Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. (2019), Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif &
penelitian gabungan. Jakarta: Kencana, Cet V, him. 372.

Thalha Alhamid dan Budur Anufia (2019). Instrumen pengumpulan data Sorong, Ekonomi
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Hlm 10
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dan mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang
terjadi dilapangan secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian
ini ialah melihat bagaimana peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi

perempuan di bidang politik.
¢.  Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang sering dilakukan oleh
banyak peneliti dengan mencari ataupun mengumpulkan banyak pendapat dari
banyak orang, pokok pikiran dari suatu media serta teori-teori yang ada.’’
Dokumen yang digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai sumber data karena
hal-hal yang terdapat dalam dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji,
menafsirkan bahkan untuk meramal. Dokumen ada dua macam yaitu dokumen

pribadi dan dokumen resmi.

3.7. Teknik Pemeriksan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui
pendekatan triangulasi data. Triangulasi data merupakan upaya untuk
memverifikasi keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan peneliti dari
berbagai sudut pandang, dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang
mungkin timbul selama proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan
trianggulasi melibatkan berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti
wawancara, observasi, dan survei, untuk menggali kebenaran dari suatu informasi

tertentu.

37 Sarwono J (2010). Pintar Menulis Karya Illmiah & Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah,
Yogyakarta: CV Andi Offset, Hal. 34-35
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3.8. Teknik Analisis Data

Nawawi & Martini mengemukakan bahwa “analisis data dilakukan untuk
menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan
yang lain dan memberikan tafsirannya yang dapat diterima akal sehat dalam
konteks masalahnya secara keseluruhan”. Dalam penelitian ini menggunakan
teknik analisis interaktif, yaitu interaksi dari empat komponen utama. komponen
utama tersebut adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan

kesimpulan serta verifikasinya.*®
a.  Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan juga observasi
di lapangan. Pada setiap tahapan penclitian ini dilakukan serangkaian kegiatan
administratif dan teknis di lapangan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya

secara sistematis sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian ini.
b.  Reduksi Data

Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses

seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote.
c.  Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi
dalam bentuk narasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan dapat dilakukan serta disusun secara logis dan sistematis.

38 Hadari Nawawi & Mimi Martini. (2005). Penelitian Terapan., Yogyakarta: Gadjah Mada
University Pers.
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d.  Penarikan Simpulan/Verifikasi

Merupakan kesimpulan dari keseluruhan yang sudah di teliti. Untuk
memastikan bahwa tidak ada kesalahan deskripsi dalam kesimpulan, peneliti
melihat kembali data dari proses reduksi dan penyajian untuk memastikan bahwa

kesimpulan tersebut benar.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

M
e

Gambar 4.1 Gedung DP3A
Sumber: Diolah oleh peneliti 2023

4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindunugan anak ialah suatu
organisasi yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan
dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2007, Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlidungan Anak Aceh saat itu Bernama “Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Aceh (Badan PPPA)”, yang dibentuk berdasarkan Qanun

Nomor 5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga

35
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teknis Daerah, dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Awal
mula berdirinya dari pembentukan Biro pemberdayaan perempuan di Sekretasiat
Daerah Aceh. Selanjutnya, keberadaan Biro Pemberdayaan perempuan diperkuat
melalui peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001, yang menyertakan Biro
Pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.

Sejak di berlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh telah bertugas dalam mengelola urusan pemerintahan
dan pembangunan di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

dalam pemerintah Aceh.

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dalam pelaksanaannya, DP3A memiliki visi yang relevan dengan tugas-

tugasnya.
Visi:
“Terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera serta

bermartabat sesuai dengan nilai-nilai ke Islaman dan ke Acehan”.

Dalam pelaksanaanya dengan visi ini, DP3A berkomitmen untuk

menciptakan kesejahteraan dan kedamain di Aceh, serta menjadi peniliaian positif
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oleh masyarakat. Untuk mencapai visi ini, DP3A memiliki beberapa misi yang

harus dijalankan, diantaranya adalah:
Misi:
1.  Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang

2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan

politik

Berdasarkan misi DP3A yang sudah diuraikan diatas dapat kita lihat adanya
poin penting yang mana meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam
berbagai bidang, ini menekankan pentingnya meningkatkan kondisi kehidupan
perempuan dan anak-anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan
sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dan pada memajukan tingkat
keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik, ini menunjukkan
upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kebijakan politik dan
mendukung mereka untuk mencapai posisi politik yang lebih tinggi, sehingga
mereka dapat berperan aktif dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan

keputusan publik.

4.1.3.Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tugas
melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang peningkatkan

kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan
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perempuan dan anak, serta pengumpulan data dan informasi terkait gender dan

anak. Selain mempunyai tugas DP3 A mempunyai fungsi yaitu:

1.

Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak

Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan
dibidang peranan perempuan

Penyusunan dan pelaksanaan progam rintisan pemberdayaan dalam rangka
mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan
perlindungan anak, organisasinya, dan aktivitas lanjut.

Pengingkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang kehidupan dan
pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, Pendidikan dan
sosial budaya serta lingkungan

Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan
kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pembinaan unit pelaksanaan teknis badan.
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4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pelindungan Anak Aceh

Pit. KEPALA DINAS

Meutia Juliana, S.5TP, M.5i

SEKRETARIAT

i
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Meutia Juliana, 5.5TF, M.Si

ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH AHLI
MUDA

PERENCANA AHLI MUDA

SUBBAGIAN HUKUM,

Bub Kosrdinator Kasubibag Keuangan dan RESECAMATAN IR T

Pengelolaan Aset

Sub Koordinator Subbagian Program,
Informasi dan Hubungan Masyarakat

Drs. Zulkarnaini, MPA Dra. Nurul Aliah, M.Si ‘Syahrizal, 5. Sos

T T T 1

I
BIDANG KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DA D BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK BIUARY wn'::":::: FEREMFLAN KEPALA UPTD-PPA
DAN KELUARGA
Dasrita Bakri, 5.5i, MPA Dra. Teja Sekar Tanjung Amrina Habibi, SH, MH Dra. Ir mayani
—_—T —————=—1 C— | —  e—
ANALTS KEBLJAKAN AHLT MUDA ANALTS KEBIJAKAN AHLT MUDA SUBBAGIAN TATA USAHA
Sub Koordinator Pemenuhan Hak Faula Mardaliya, SE
Perlindungan

Sub Koordinator Kualitas Hidup Sub K or Data dan
I

st Anak Bidang Pengasuhan,

Pendidikan dan Budaya s s

Perempuan Bidang Ekonomi

Inayah. SP. MP. Nofita Yulandari D 5.Kep

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Sub Koordinator Perlindungan Khusus

SEKST PENGADUAN DAN
PENYULUH SOSIAL AHLT MUDA PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA KLARTFIKAST

var , Pol
Julie Sari Avolita, SP,MP Devy Irlainy, .50 Isnaniah SKM,
SEKSI TINDAK LANJUT KASUS

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA Hs. Nurjanksah, S.Kep) M.Kep

ANALIS KEBIIAKAN AHLI MUDA PENYULUH SOSIAL AHLT MUDA

Sub Koordinator Pemenuhan Hak
Anak Bidang Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan

Chairil Amyi, 5.505, MM

Sub Koordinator Data Kekerasan
Perempuan dan Anak

Sub Koordinator Sistem Data dan
Publikasi Informasi

Tiara Sutari AR. S.5TP

Asmulyadi 5.505

Gambar 4.2 Struktur Organisasi
Sumber di olah peneliti: https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-

organisasi

4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Bidang
Politik
Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh memberikan
peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik melalui pendidikan
politik, partisipasi dalam partai politik, dan peran perempuan dalam pengambilan
keputusan politik. Ini adalah langkah yang sangat bagus untuk meningkatkan
keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan

pembuatan kebijakan.
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https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-organisasi
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Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di politik diakui
sebagai langkah penting untuk memastikan adanya representasi yang lebih
seimbang dan beragam dalam pemerintahan. Dengan meningkatnya jumlah
perempuan dalam politik, kebijakan dan keputusan politik akan lebih baik

mencerminkan kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan lain yang dilaksanakan DP3A misalnya, Pelatihan politik hukum
dan kegiatan advokasi kebijakan yang mana memliki tujuan tersendiri, misalnya
Pelatihan  politik hukum bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan perempuan dalam bidang politik sehingga mereka lebih mampu dan
percaya diri terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan kegiatan
advokasi kebijakan bertujuan untuk mendorong perubahan kebijkan mendukung
partisipasi perempuan dibidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi pada

Masyarakat.

1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan sangat penting untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat. Memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan

keterwakilan politik, dapat menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat.

Pemberdayaan perempuan memungkinkan perempuan memiliki akses yang
sama dengan laki-laki terhadap peluang, sumber daya, dan keputusan dalam
semua aspek kehidupan, termasuk politik. Ini mencakup memberikan dukungan,
pendidikan politik, dan pelatihan kepada perempuan untuk memungkinkan

mereka terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan politik dan menghapus



41

stereotip dan hambatan gender yang mungkin menghalangi mereka untuk

berpartisipasi dalam politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub koordinador KHP bidang sosial

politik hukum terkait peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di

bidang politik, yaitu sebagai berikut;

“Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh ini memainkan
peran yang unik. DP3 A berfokus pada politik perempuan yang telah berusia
18 tahun ke atas, dengan perhatian khusus terhadap sejumlah aspek politik
yang beragam. Selama beberapa tahun terakhir, politik di Aceh telah
berkembang menjadi berbagai bentuk, termasuk politik disabilitas, politik
gampong, dan politik pemula yang mencakup individu yang baru
mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada usia 17 tahun”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DP3A bidang sosial politik

hukum, yaitu sebagai berikut;

“Peran DP3A dalam mempromosikan politik perempuan sangat penting,
mengingat bahwa keterwakilan perempuan di politik merupakan elemen
esensial dalam pembangunan yang menguntungkan seluruh masyarakat
Indonesia, tanpa memandang lapisan sosial atau gender. Keterwakilan
perempuan dalam politik tidak hanya melibatkan mereka sebagai ibu rumah
tangga, melainkan juga sebagai pemimpin yang berperan penting dalam

pembentukan masa depan bangsa”.4°

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu

sebagai berikut;

“Peran dinas sangat efektif dalam peningkatan kapasitas dan pemahaman
bagi perempuan dalam berpolitik. Banyak nya seminar, sosialisasi baik
dengan pertemuan, sosmed dan digital interaksi akan membantu memahami
cara-cara berpolitik dan meningkatkan minat berpolitik bagi perempuan.
Dalam setiap kesempatan pemberdayaan, harus selalu disosialisasikan
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Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada
tanggal 24 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan ibu N. pegawai bidang sosial politik hukum pada tanggal 1
November 2023.
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penting nya bagi perempuan berpolitik. Pemerintah dan partai politik
memegang peranan agar dapat meningkatkan kapasitas politisi perempuan
agar dapat bersaing dengan politisi laki laki dalam hal ide dan gagasan.

Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya
5 41

meningkatkan kapasitas tersebut”.
Pendapat serupa juga di sampaikan anggota partai politik, yaitu sebagai

berikut;

“Mengenai pemberdayaan perempuan adalah hal yang paling penting bagi
partai kami. Kami sangat ingin melihat lebih banyak perempuan terlibat
dalam politik dan kami berusaha mengatasi kendala-kendala yang mereka
hadapi. Kami punya program khusus yang bertujuan memberikan pelatihan
politik dan bantuan finansial kepada perempuan yang ingin terlibat dalam
politik. Kami yakin kalau perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan,
partai kami akan lebih baik dalam menciptakan perubahan yang positif”.*?

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DP3A
adalah organisasi penting yang mendorong inklusi politik dan memberi
kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Komitmen untuk
memungkinkan perempuan dari segala lapisan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembentukan masa depan politik Aceh ditunjukkan dengan upaya mereka
yang berfokus pada berbagai aspek politik, seperti politik gampong, politik
pemula, dan politik disabilitas. Dukungan dari partai politik juga ditekankan,
dengan program pelatihan politik dan bantuan finansial untuk mengatasi kendala-
kendala yang dihadapi perempuan. Semua pihak meyakini bahwa melibatkan
perempuan dalam pengambilan keputusan politik akan memberikan kontribusi

positif pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

4 Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada

tanggal 13 November 2023.
Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.
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No Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan | Lokasi Kegiatan
1 | Pelatihan pendidikan politik | 2-3 Agustus 2017 Banda Aceh
bagi disabilitas
2 | Pendidikan pelatihan politik | 6 Agustus 2019 Aceh Singkil
7 Agustus 2019 Aceh Selatan
6 Juli 2021 Aceh Singkil
20-21 Juli 2022 Aceh Tenggara
9 Maret 2023 Banda Aceh
3 | Pelatihan kepemimpinan bagi | 18-20 juli 2017 Aceh selatan
perempuan 25 September 2017 Aceh Tengah
6 Maret 2020 Langsa
6 Maret 2023 Bener Meriah
4 | Sosialisai dan advokasi PUG. | 1 November 2023 Aceh Jaya

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan

2023

anak Aceh Tahun
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Foto pelaksanaan kegiatan di bidang politik

. i E Pelatihan Pendidikan Politik Dan Kepemimpinan Perempuan Di Provinsi Aceh
Sosialisasi Dan Advokasi PUG di Aceh Jaya 2023

Kamis, 09 Maret 2023 Oleh & Bagian
Rabi, DT November 2023 0leh Asmuiya wiw (O® i y i ooo

Rabu, 01/11/2023. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Aceh di wakli oleh Kepala
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dun Keuarga (Dusrita Bakel, $5i, MPA) Memberikan Materi Pada
Acara Sosidlisasi Dan Advokasi PUGdi Aceh Java, Yang Di Bilka oleh Pj, Bupati Aceh Jaya. (DR
Nurdin § Sos. MSi) Yang Di Laksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan din
Keluarga Berencana Kabupaten Aoeh Jaya

e

Pelatihan Pendidikan Politik Dan Kepemimpinan
WO & W & dedfi st oo [ oweess Perempuan Di Provin:

Pelatihan Pendidikan Politik bagi Disabilitas
@ Folitik dan Hukum ) Kamis, 03 Agustus 2017

LS

Dinas Pembemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Aceh Melzaluy Bidang Kualitas Hidup Peremp...

Gambar 4.3
Dokumentasi kegiatan DP3A

Seperti pada tabel di atas walaupun DP3A telah memberikan pelatihan
pendidikan dan kepemimpinan di beberapa kabupaten dan kota di provinsi Aceh,
masih sulit untuk mengatasi kesenjangan di bidang politik karena target politik
perempuan yang rendah. Sangat sulit untuk membuat perempuan bangkit dan naik
ke posisi kepemimpinan seperti legislatif atau kepala desa. Hal ini disebabkan
oleh budaya patriarki di masyarakat, terutama dari perspektif perempuan, yang
kurangnya pengalaman berpolitik, kurangnya kepercayaan diri, dan tidak mampu
bersaing dengan laki-laki. Akibatnya, DP3A terus mendorong perempuan untuk

tampil lebih berani di hadapan masyarakat dan percaya akan kelebihan diri
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sendiri. Ini terutama berlaku saat ini di desa yang sangat membutuhkan
perempuan dalam mengambil kebijakan dan kebijakan pembangunan, karena yang
mengetahui proses pembangunan desa bukan hanya laki-laki, dan tidak semua
kebutuhan perempuan dipenuhi oleh laki-laki.

2.  Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memperoleh pengetahuan dan
pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik dan hak-hak mereka.
Pendidikan membantu kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dan
merangsang minat perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan
keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh,

yaitu sebagai berikut;

“Pendidikan yang baik memudahkan untuk menyampaikan maksud dan
tujuan berpolitik, mempunyai keterampilan merupakan suatu hal positif
yang dapat memastikan bahwa tujuan berpolitik kita sampai ke masyarakat
degan cara yang baik™*

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu

sebagai berikut;

“Tingkat pendidikan penting karena peningkatan kualitas perempuan untuk

berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna

mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender” *

Selanjutnya informasi lain peneliti dapatkan dari anggota partai politik,

yaitu sebagai berikut;

“Saya percaya bahwa tingkat pendidikan sangat penting untuk kemajuan
dan perubahan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan akses

43 Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada

tanggal 13 November 2023.
Hasil wawancara dengan ibu K.S anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada
tanggal 15 November 2023.

44
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pendidikan yang baik bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang
ekonomi mereka, karena investasi dalam pendidikan akan membawa
dampak positif jangka panjang, seperti peningkatan kesempatan kerja,

pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2 45

Pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas pendidikan”.
Adapun hasil informasi lain yang diperoleh dari pegawai DP3A, yaitu

sebagai berikut;

“Pendidikan sangat penting untuk mendukung keterlibatan perempuan
dalam politik. Semakin banyak perempuan yang menyelesaikan pendidikan
tinggi, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam dunia
politik. Partai kami ada program untuk mendukung pendidikan perempuan,
seperti pelatihan politik, yang mendorong lebih banyak perempuan untuk
terlibat dalam politik”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas menunjukkan
bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi
politik masyarakat. Mereka setuju bahwa pendidikan tinggi dapat membantu
mereka membuat keputusan politik yang lebih baik. Para politisi percaya bahwa
investasi di bidang pendidikan akan menguntungkan masyarakat dalam jangka
panjang, jadi mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan bagi seluruh warga negara. Ada juga yang meningkatkan pendidikan
masyarakat melalui program seperti pendidikan politik, dengan harapan bahwa

lebih banyak orang akan terlibat dalam politik.
3.  Sarana politik

Sarana politik adalah tanda atau hal-hal yang menunjukkan bahwa kita
memiliki kemampuan untuk terlibat dan ikut serta dalam kegiatan politik. Ada

kebijakan yang memungkinkan kita untuk berbicara dan berpartisipasi dalam

45 Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

46 Hasil wawancara dengan Ibu N. pegawai DP3 A pada tanggal 1 November 2023.
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proses membuat keputusan politik. Adanya komunitas atau forum warga yang
memungkinkan kita untuk berpartisipasi. Selain itu, kita dengan mudah
mendapatkan berita politik melalui internet atau media massa. Ada juga lembaga

yang membantu menjelaskan proses pengambilan keputusan politik.

Kebijakan yang mendukung partisipasi kelompok tertentu, seperti
perempuan atau minoritas, juga merupakan bagian dari sarana politik. Ini penting
untuk memastikan bahwa semua suara didengar saat membuat kebijakan. Sarana
politik yang baik adalah yang memungkinkan semua orang, termasuk mereka
yang mungkin kurang terwakili, untuk berpartisipasi dalam proses politik. Jadi,
pada dasarnya, sarana politik menunjukkan bagaimana sistem politik mendukung

kita semua untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu

sebagai berikut;

“Terkait dengan program pelatihan dan sosialiasi nya mempunyai pesan
krusial dalam mendukung serta mendorong partisipasi perempuan di politik.
Secara rutin pertemuan-pertemuan dilakukan sampai ke gampong-gampong
memberikan ruang yang sangat besar bagi perempuan untuk maju
berpolitik. Kerja sama dengan partai politik yang dilakukan juga membawa
dampak yang baik bagi peningkatan kapasitas perempuan dalam memahami
hak politik nya. Karena tidak dapat di hindari perempuan berpolitik sampai
saat ini masih menjadi stigma dimana mereka beranggapan sulit bersaing

dengan laki-laki di dalam kontestasi”.*’

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu

sebagai berikut;

“Meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam politik. Meningkatkan
pemahaman dan ketrampilan tentang kepemimpinan. Meningkatkan

47 Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada

tanggal 13 November 2023.
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kesadaran kritis peserta terhadap pembangunan berkelanjutan yang
berkeadilan gender*®

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota partai

politik, yaitu sebagai berikut;

“Sarana politik sangat penting untuk mendukung aktifitas politik. Partai
kami berupaya membuatnya lebih mudah mengakses sarana politik. Lebih
banyak kesempatan bagi anggota partai untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan, termasuk pemilihan calon dan pembuatan program
politik. Ini memungkinkan banyak orang, terutama wanita, untuk terlibat
dalam politik. Terlepas dari itu, sarana politik masih dapat diperbaiki untuk
menjadi lebih inklusif.”.*’

Adapun hasil informasi lain yang diperoleh dari anggota partai, yaitu

sebagai berikut;

“Sarana politik sangat penting untuk peningkatan partisipasi politik. Partai
kita telah berusaha keras untuk membuat alat politiknya lebih mudah
diakses oleh semua orang. Sering mengadakan pertemuan, berbicara, dan
berusaha membuat semua anggota merasa penting dan memiliki peran
dalam politik. Kita terus berusaha keras untuk membuat politiknya lebih
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggota, sehingga semua orang dapat
berpartisipasi dengan mudah.”.>°

Informasi lain juga didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan

pegawai DP3 A yaitu sebagai berikut;

“Sarana politik itu penting bagi mereka-mereka yang ingin terlibat dalam
dunia politik dengan efektif. Kami melihat sebagian partai politik telah
melakukan upaya maksimal untuk mempermudah akses dan transparansi
dalam proses politik. Ada partai yang menyediakan pelatihan politik khusus
bagi anggotanya dan memberikan dukungan aktif kepada perempuan yang
berkeinginan untuk terlibat dalam politik. Namun, masih adanya beberapa
masalah, terutama terkait dengan perubahan kebijakan partai dan proses
pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki.”!
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Hasil wawancara dengan ibu K.S anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada
tanggal 15 November 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.
Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.

Hasil wawancara dengan ibu N. pegawai DP3 A pada tanggal 1 November 2023.
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Berdasarkan hasil dari wawancara dengan sejumlah informan dapat
disimpulkan bahwa terkait dengan program pelatihan dan sosialisasi yang
mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Di tingkat gampong, program
dilaksanakan secara teratur, yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi
secara aktif dalam politik. Meskipun ada stigma bahwa perempuan sulit bersaing
dengan laki-laki, kerja sama dengan partai politik dianggap membantu perempuan
memahami hak politiknya. Betapa pentingnya memahami peran perempuan dalam
politik, menjadi lebih baik dalam kepemimpinan, dan mendapatkan kesadaran
kritis tentang pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender. Meskipun
upaya telah dilakukan untuk membuat sarana politik lebih mudah diakses, masih
ada tantangan, terutama dalam membuatnya lebih inklusif sehingga semua

anggota, terutama perempuan, dapat berpartisipasi dengan nyaman.

4. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender memainkan peran penting dalam mendorong
demokratisasi karena memungkinkan setiap orang dalam masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Meskipun telah ada upaya untuk
mencapai kesetaraan gender, terlihat bahwa perempuan masih belum memiliki
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Di kenyataannya,

ketidaksetaraan gender sering terjadi, dan perempuan sering menjadi korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu

sebagai berikut;

“Secara hukum aturan tentang keterlibatan perempuan dalam berpolitik
telah di atur dimana 30% kuota harus dipenuhi, partai politik punya
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kewajiban untuk memenuhi angka ambang batas sehingga secara regulasi
kesempatan bagi perempuan dalam berpolitik lebih dijamin. Dalam
mendukung kebijakan tersebut pelatihan-pelatihan pun dilakukan sebagai
bentuk sosialisasi dasar hukum dan regulasi, sehingga para perempuan yang
berkeinginan untuk maju dalam kontestasi politik menjadi lebih siap dan

mempunyai hak yang sama dalam kontestasi”.>

Hasil wawancara dengan Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum

terkait kesetaraan;

“Pada tahun 2019 adanya sekitar 12 orang perempuan yang terlibat di
legislative, sedangkan sekarang hanya tersisa 9 orang. Hak perempuan
untuk menduduki jabatan politik sangat terbuka, dari segi agama pun tidak
ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Karena setiap perempuan
mempunyai hak sendiri untuk menduduki jabatan politik. Ada berbagai
regulasi untuk mendukung perempuan agar tidak takut untuk jadi pemimpin.
Hak perempuan untuk di calonkan, banyak kader perempuan yang di
calonkan sebagai anggota legislative. Partai politik harus mempunyai kuota
30% sekurang-kurangnya perenpuan. Kalau tidak ada maka tidak bisa
mencalonkan partainya. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2014 tentang
pemilihan umum yang terdapat pada pasal 64”3

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu

sebagai berikut;

“Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang
sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam
kehidupan politik, ekonomi dan publik”.>*

Selanjutnya hasil informasi lain yang diperoleh dari anggota partai, yaitu

sebagai berikut;

“Di partai kami, kesetaraan gender sangat penting. Kami ingin melihat lebih
banyak perempuan menjabat sebagai ketua atau anggota dewan. Kami sudah
mengambil tindakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan
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Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada
tanggal 13 November 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada
tanggal 24 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan ibu K.S anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada
tanggal 15 November 2023.
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mencari dan mendukung calon perempuan yang berkualitas. Selain itu, kami
99 55

memiliki tujuan untuk keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi.”.
Selanjutnya hal serupa juga di sampaikan oleh anggota partai lain, yaitu

sebagai berikut;

“Kami aktif mengawasi keputusan yang melibatkan perempuan, dan penting
bagi kami untuk mendukung perempuan dalam pencalonan dan memastikan
bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama. Untuk mencapai hal ini,
kami bertekad untuk membuat lingkungan politik yang mendorong
partisipasi perempuan dalam politik melalui pelatihan politik dan kebijakan
inklusif.%

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa terkait
bahwa regulasi yang telah mengatur keterlibatan perempuan dalam politik dengan
kuota 30%. Perempuan yang ingin terlibat dalam politik diberikan pelatihan untuk
memahami dasar hukum. Meskipun hak perempuan masih dilindungi secara
hukum, penurunan jumlah perempuan yang terlibat dalam legislatif dari 12
menjadi 9 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan.
Mereka berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi

perempuan dalam politik, didukung oleh pelatihan politik dan kebijakan inklusif,

dengan memantau dan mendukung pencalonan perempuan secara aktif.

4.2.2 Faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi perempuan di
bidang politik
Dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, terdapat
beberapa faktor penghambat yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun dari segi

faktor penghambat internal adalah sebagai berikut:

55
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Hasil wawancara dengan Ibu N. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.
Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.
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A. Faktor Internal

Dari segi faktor penghambat internal dalam meningkatkan partsipasi
perempuan terdapat 2 faktor yaitu, anggaran dan sumber daya manusia, yaitu
sebagai berikut;

1.  Anggaran

Anggaran sangat penting untuk pemberdayaan perempuan, terutama di
bidang politik, dan DP3A adalah lembaga yang memiliki peran strategis untuk
memanfaatkan dana tersebut untuk pendidikan dan pelatihan dengan tujuan

meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub koordinador KHP bidang sosial

politik hukum terkait faktor penghambat, yaitu sebagai berikut;

“Masalah utama ya pastinya terkait anggaran. Seperti dalam membuat
program-program seperti pelatihan, FGD, edukasi, dan sosialisasi untuk
mendorong partisipasi perempuan, seringkali terdapat kendala terkait
dengan alokasi anggaran. Anggaran yang tersedia mungkin tidak mencukupi
untuk mendukung program-program ini secara optimal”.”’

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRK Banda Aceh, yaitu

sebagai berikut;

“Faktor keuangan jelas menjadi penghambat, namun prioritas dalam
keluarga juga menjadi alasan minim nya partisipasi perempuan di dunia
politik. Pekerjaan di dunia politik yang terkadang tidak kenal waktu
membatasi pergerakan perempuan di dalam berkegiatan, terlebih status
sebagai pendukung ekonomi keluarga juga mengakibatkan perempuan lebih
mengalah kepada suami yang menyandang status sebagai pelaku utama
ekonomi keluarga, sehingga ruang yang ada sangat minim untuk di explore.
Namun sosialiasi harus terus dilakukan agar pemahaman terhadap
pembagian waktu antara keluarga, dan politik sampai ke tengah-tengah

57 Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada

tanggal 24 Oktober 2023.
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masyrakat. Sehingga perempuan-perempuan yg mempunyai niat berpolitik
» 58

bisa fokus untuk mengejar tujuan nya”.
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama

anggota partai politik, yaitu sebagai berikut;

“Anggaran ini penting untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan
kualitas hidup rakyat. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran
digunakan untuk proyek yang menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kita harus melakukan

pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan
95 59

benar dan efisien”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber di atas, dapat
disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran adalah masalah utama dalam
partisipasi perempuan dalam politik, karena dapat berdampak pada pelaksanaan
program yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi. Faktor-faktor seperti
masalah keuangan, prioritas keluarga, dan keterbatasan waktu terkait pekerjaan
politik yang intensif menjadi hambatan. Namun, dari wawancara dengan anggota
partai politik, menjadi jelas bahwa anggaran harus dialokasikan untuk inisiatif
ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada
kendala, ada peluang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan

memfokuskan dana pada inisiatif yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan

kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

2. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan semua bagian yang melibatkan

pengembangan perempuan baik dari peningkatan pendidikan politik, peningkatan

58 Hasil wawancara dengan bapak A.K anggota DPRK Banda Aceh melalui whatsapp pada

tanggal 13 November 2023.

59 Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.
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keterampilan kepemimpinan, dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas
perempuan dalam lingkup politik. Perhatian dan peningkatan sumber daya
manusia perempuan, seperti melalui program pemberdayaan dan pelatihan khusus,
dapat membantu meratakan panggung politik dan mengatasi hambatan yang
mungkin membatasi partisipasi perempuan. Sumber daya manusia perempuan
yang terampil dan terdidik dapat secara lebih efektif berkontribusi pada proses
pengambilan keputusan politik, menciptakan lingkungan politik yang lebih

inklusif, dan mencerminkan keragaman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub koordinador KHP bidang sosial

politik hukum

“Sebagian faktor penghambat berasal dari dalam juga termasuk kurangnya
sumber daya yang tersedia. Di daerah, dinas pemberdayaan perempuan
terpaksa digabung dengan dinas lain, seperti BKKBN, karena keterbatasan
sumber daya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan dinas tersebut untuk
memberikan dukungan yang cukup dalam meningkatkan partisipasi
perempuan di bidang politik”.®

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota partai politik, yaitu sebagai

berikut;

"Pemerintah bertanggung jawab untuk mendukung partisipasi perempuan
dalam politik. Mereka perlu menyediakan sumber daya yang cukup, seperti
pelatihan politik khusus untuk perempuan dan dana yang memadai untuk
kampanye perempuan. Tanpa dukungan finansial dan akses ke sumber daya,
sulit bagi perempuan untuk bersaing dalam dunia politik”.%!

Informasi lain juga didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan

anggota partai politik yaitu sebagai berikut;

60 Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada

tanggal 24 Oktober 2023.
Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.
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“Faktor penghambat misalnya ketidaksetaraan dalam akses politik dan
sumber daya. Seringkali, perempuan tidak memiliki akses yang sama seperti
laki-laki ke dukungan politik dan pendanaan kampanye yang diperlukan
untuk terlibat dalam politik. Ini menghalangi perempuan untuk
berpartisipasi dalam arena politik yang kompetitif.”.%>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan sumber daya

manusia adalah salah satu penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam

politik. Kemampuan perempuan untuk bersaing di dunia politik dapat dipengaruhi

oleh kurangnya dukungan dan sumber daya, terutama dalam hal pelatihan politik

khusus untuk perempuan dan dana kampanye. Ada kesadaran bahwa pemerintah

harus membantu partisipasi perempuan dengan memberikan sumber daya yang

cukup. Meskipun demikian, penggabungan dinas pemberdayaan perempuan

dengan dinas lain menunjukkan keterbatasan sumber daya dan membutuhkan

perhatian tambahan. Oleh karena itu, akses yang memadai terhadap sumber daya,

pelatihan, dan dukungan keuangan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi

perempuan di dunia politik.
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Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.
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Gambar 4.4
Data jumlah Pegawai DP3A

A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

B. Faktor Eksternal
Dari segi faktor penghambat eksternal dalam meningkatkan partsipasi
perempuan terdapat 2 faktor yaitu, individu dan kelompok, yaitu sebagai berikut;

1. Individu

Individu adalah sescorang yang memiliki ciri-ciri khasnya sendiri. Setiap
orang adalah unik, baik secara fisik, mental, atau cara berinteraksi dengan orang
lain. Kita semua memiliki tubuh yang berbeda, dengan warna kulit, bentuk tubuh,
dan aspek lainnya. Selain itu, pikiran dan perasaan kita berbeda satu sama lain
dalam hal nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kita. Kita juga berpartisipasi
dalam kehidupan sosial, berinteraksi dengan orang lain, dan memainkan peran

dalam masyarakat.
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Meskipun kita dipengaruhi oleh banyak hal dari luar, seperti lingkungan

atau keluarga kita, kita juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan

sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Semua orang memiliki

kemampuan untuk mengembangkan jati diri dan tujuan hidup yang unik.

Memahami individu membantu kita memahami bagaimana setiap orang bertindak

dan berinteraksi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub

koordinador KHP bidang sosial politik hukum

“Perempuan biasanya menghadapi tekanan dari keluarga atau masyarakat
untuk tidak terlibat dalam politik. Kayaknya mereka mikir, perempuan tuh
seharusnya lebih banyak ngurus rumah. Nah, tekanan ini bikin mereka ragu-
ragu buat nyemplung ke politik atau bahkan ngambil peran aktif. Dukungan
dari keluarga atau masyarakat itu penting banget buat ngebantu ngelawan
tekanan ini. Dan menurut mereka juga, kalo budaya diubah dan orang-orang
lebih tau soal peran perempuan dalam politik, itu bakal bikin lebih banyak
perempuan pede ikutan politik tanpa merasa terbebani atau ngelanggar

norma yang udah ada”.%’

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota partai politik

juga yaitu sebagai berikut;

“Sebagai laki-laki, saya melihat salah satu alasan mengapa banyak
perempuan yang tidak ikut politik adalah karena pandangan masyarakat
yang kuno tentang perempuan. Ada beberapa orang yang menganggap
wanita itu tidak cukup cerdas atau cocok untuk menjadi pemimpin. Oleh
karena itu, kita harus terus berusaha untuk mengganti pandangan-pandangan
seperti itu dan menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berhasil dalam
politik.”.%

Hal yang sama juga di sampaikan oleh anggota partai politik yaitu sebagai

berikut;

“Salah satu alasan lain yang bikin susah itu budaya patriarki yang masih
nempel di masyarakat kita. Terkadang, budaya ini membuat perempuan
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Hasil wawancara dengan Ibu J. Sub-Koordinator KHP bidang sosial politik hukum pada
tanggal 24 Oktober 2023.
Hasil wawancara dengan bapak Z. Anggota PAN pada tanggal 3 November 2023.
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merasa tidak boleh terlibat dalam politik. Mereka dianggap seharusnya
hanya berfokus pada peran ibu atau istri saja. Untuk menyelesaikan masalah
ini, kita harus terus mendorong kesetaraan gender dan memberi tahu orang
bahwa partisipasi perempuan dalam politik sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan
masih dihalangi oleh tekanan sosial yang menghambat mereka untuk
berpartisipasi dalam politik. Perempuan harus mengambil lebih banyak tanggung
jawab rumah tangga. Akibatnya, banyak perempuan ragu untuk berpartisipasi
dalam dunia politik atau mengambil peran yang lebih aktif. Keluarga dan
masyarakat dianggap sangat penting untuk membantu mengatasi hambatan
tersebut. Selain itu, budaya patriarki dan keraguan terhadap kemampuan
perempuan untuk menjadi pemimpin adalah semua faktor yang mempengaruhi.
Upaya terus-menerus untuk mengubah pandangan masyarakat dan mendorong
kesetaraan gender dianggap sebagai langkah penting untuk memberi perempuan

lebih banyak kesempatan dalam dunia politik.

2. Kelompok

Kelompok adalah kumpulan beberapa individu yang mempunyai satu
tujuan. Semua anggota kelompok berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain
untuk mencapai tujuan bersama. Dinamika kelompok sangat dipengaruhi oleh
struktur internal, identitas kelompok, dan norma yang diterapkan oleh anggota.
Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang ditetapkan
oleh struktur internal, dan dinamika kelompok dapat berubah seiring dengan

perubahan kebutuhan atau tujuan kelompok. Sangat penting untuk memahami
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dinamika kelompok dan dapat berinteraksi dengan baik di dalamnya, baik di

tempat kerja, lingkungan sosial, atau politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota partai politik, yaitu sebagai

berikut;

“Budaya partai ini sangat penting bahwa perempuan yang ingin berpartisipasi
dalam politik menghadapi tantangan, terutama karena budaya yang ada di
partai politik. Kadang-kadang, norma dan harapan yang ada membuat
perempuan merasa tidak dihargai atau tidak cocok. Jika partai itu tidak
menyambut perempuan, hal itu dapat mencegah mereka untuk berpartisipasi
dalam politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan
yang mendukung di mana perempuan dapat tampil dan diakui tanpa takut atau

merasa dipandang sebelah mata” %

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota partai politik, yaitu sebagai

berikut;

“Jadi kadang ada ketika waktu pengambilan keputusan suka dibuat tanpa
mempertimbangkan pendapat semua orang, terutama perempuan. Itu karena
kebiasaan lama partai yang lebih suka dengerin laki-laki. Akibatnya,
perempuan sering merasa diabaikan dan tidak tertarik untuk ikut serta dalam
keputusan. makanya sangat penting untuk mengubah kebiasaan itu dan
membuat partainya menjadi tempat yang ramah bagi semua orang, termasuk

perempuan, agar suaranya didengar dan dihargai”.%

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih
adanya penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam
keputusan politik, lingkungan yang tidak mendukung sehingga dapat mengurangi
perempuan untuk tampil dan diakui. Kebiasaan mendengarkan suara laki-laki

lebih banyak saat membuat keputusan adalah faktor yang menghalangi perempuan

& Hasil wawancara dengan Ibu N. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.

66 Hasil wawancara dengan Ibu S. Anggota partai Gerindra pada tanggal 3 November 2023.
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untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
untuk menjamin partisipasi perempuan yang lebih inklusif dalam kehidupan

politik, diperlukan perubahan budaya dan kebijakan internal partai politik.

4.3 Pembahasan Penelitian
4.3.1 Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Bidang
Politik
Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik
sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 113 tahun 2016 yang
mana di jelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Aceh memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di
bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak,

perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh juga
memainkan peran penting dalam memberikan pelatihan, bimbingan, dan
dukungan teknis kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Upaya ini
meningkatkan rasa percaya diri perempuan dan mempersiapkan mereka untuk
berpartisipasi dalam politik. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan
pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendukung kuota perempuan di
parlemen dan lembaga politik lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan
bahwa perempuan memiliki akses yang lebih besar kekursi politik, sehingga
pandangan dan suara mereka dapat dikomunikasikan dengan baik dalam

pengambilan keputusan politik.
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Pemberdayaan perempuan adalah proses di mana perempuan diberdayakan
untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri, baik secara individual
maupun kolektif. Pemberdayaan seringkali melibatkan memberikan akses ke
sumber daya, pelatihan, pendidikan, dan dukungan yang diperlukan untuk
meningkatkan kapasitas perempuan. Ketika perempuan diberdayakan, mereka
menjadi lebih mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang,
memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya, dan berkontribusi pada pembangunan

masyarakat secara keseluruhan.

Mengenai partisipasi perempuan di bidang politik. Aspek utama dari
partisipasi ini meliputi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan
keputusan politik, termasuk sejauh mana mereka menduduki posisi strategis
dalam struktur politik dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi agenda
politik dengan memperjuangkan isu-isu kesejahteraan dan hak-hak perempuan.
Selain itu, pentingnya akses perempuan ke posisi politik yang setara dengan laki-
laki menjadi sorotan, serta bagaimana pemberdayaan politik perempuan dapat
ditingkatkan melalui dukungan institusi seperti DP3A, yang melalui berbagai
inisiatifnya berusaha meningkatkan kesiapan dan kapasitas perempuan dalam

berpolitik.

Partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya tentang angka atau jumlah
perempuan yang terlibat, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat
mempengaruhi dan membawa perubahan positif dalam sistem politik. Dalam
konteks ini, peran DP3A di Aceh menjadi penting, karena melalui kegiatannya,

institusi ini berupaya memfasilitasi dan meningkatkan keterlibatan perempuan
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dalam politik, memastikan bahwa suara dan pandangan mereka diakui dan

didengar dalam proses pengambilan keputusan politik.

Partisipasi perempuan dan pemberdayaan perempuan adalah dua konsep
yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Partisipasi perempuan merujuk pada
keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam
arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika perempuan memiliki tingkat
partisipasi yang tinggi, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk
mempengaruhi keputusan, membawa perspektif mereka ke dalam diskusi, dan

mempengaruhi perubahan sosial.

Dengan demikian, partisipasi perempuan dapat dilihat sebagai hasil dari
pemberdayaan perempuan. Saat perempuan diberdayakan dengan sumber daya,
pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan, mereka lebih cenderung untuk
terlibat dalam berbagai kegiatan dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam
masyarakat. Sebaliknya, ketika perempuan memiliki tingkat partisipasi yang
tinggi, mereka juga dapat berfungsi sebagai agen pemberdayaan bagi perempuan

lainnya, menciptakan efek penguatan berkelanjutan dalam masyarakat.

Secara teori yang tertera pada bab 2 yakni teori peran menurut Ryass
Rasyid, peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang dalam
masyarakat. DP3A berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan regulator untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Sebagai regulator, DP3A
mengatur melalui pendidikan politik, mendukung partisipasi dalam partai politik,

dan mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai
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fasilitator, DP3A memberikan fasilitas dengan menciptakan lingkungan yang
kondusif dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan bantuan teknis kepada
perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Sedangkan sebagai motivator mereka
sendiri yang memberikan motivasi-motivasi dari dilaksanakan kegiatan-

kegiatan.®’

Kaitin dengan teori pemberdayaaan yang menekankan peningkatan kualitas
hidup dan pencapaian kesejajaran antara laki-laki dan perempuan di berbagai
sektor. DP3A, melalui implementasi program-program pemberdayaan,
mendukung aspek-aspek kunci dalam teori tersebut. Langkah-langkah konkret
seperti pelatihan, bimbingan, dan dukungan teknis yang diberikan oleh DP3A
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, sesuai dengan
tujuan pemberdayaan. Penekanan pada pendidikan dalam penelitian ini sejalan
dengan teori pemberdayaan perempuan, yang mengakui bahwa peningkatan
partisipasi dan semangat perempuan untuk mencapai tingkat pendidikan tinggi

dapat mengarah pada pemberdayaan yang lebih besar.

4.3.2. Faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi perempuan di
bidang politik
Dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik ada berbagai
faktor penghambat baik internal maupun eksternal. Dalam faktor internal ada dua
kendala utama yaitu anggaran dan sumber daya manusia yang mana keterbatasan

anggaran merupakan faktor utama untuk meningkatkan partisipasi perempuan di

67 Labolo, M. (2023). Memahami ilmu pemerintahan. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali
Pers.
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bidang politik. Sehingga anggaran harus di alokasikan sesuai dengan kebutuhan
dan keperluan yang ada. Ketika anggaran tidak dikelola dengan baik dan benar
maka kegiatan atau program-program yang di rencakan tidak akan berjalan sesuai
dengan target yang ingin dicapai. Sedangkan terkait sumber daya manusia juga
menjadi faktor penghambat yang mana ketika kurangnya sumber daya manusia
maka akan kurangnya perempuan yang terlibat dalam politik. Sumber daya yang
dimaksud bukan hanya sumber daya dari pegawainya saja melainkan juga sumber
daya manusia masyarakat, perempuan yang ingin terlibat dalam politik. Seperti
ketika dibuatnya pelatihan kalau kurang sumber daya baik dari yang membuat
program maupun yang berpartisipasi juga kekurangan sumber daya maka kegiatan

yang di laksanakan tidak berjalan dengan optimal

Faktor eksternal juga terdiri dari 2 yaitu dari individu dan kelompok. Yang
mana dari individu sendiri masih adanya pandangan bahwa perempuan ini tidak
layak untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pemimpin, perempuan ini
hanya pantas menjadi ibu rumah tangga yang mana kegiatan-kegiatan hanya di
lakukan di rumah saja tekanan sosial dan masih ada budaya patriarki. Pandangan
seperti ini lah yang membuat perempuan nerasa kurang percaya diri untuk ikut
serta berpartisipasi di politik. Sedangkan dari segi kelompok terjadi ketika
dilaksanakan sebuah forum rapat terjadi ketidaksetaraan pendapat. Masih adanya
kebiasaan lama dalam pengambilan keputusan yang lebih mendengarkan suara
laki-laki juga merupakan hambatan besar, yang memengaruhi bagaimana
keputusan dibuat dan mengurangi minat perempuan untuk ikut serta. Akibatnya,

perubahan dalam praktik budaya dan internal partai politik sangat penting untuk
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menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi

perempuan.

Berkaitan dengan teori feminis dan kesetaraan gender, dalam konteks
kesetaraan gender, tekanan tersebut mencerminkan ketidaksetaraan dalam norma-
norma sosial yang masih ada di masyarakat, di mana perempuan diharapkan untuk
menjalankan peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga. Ide ini sesuai
dengan pandangan bahwa upaya menuju kesetaraan gender melibatkan perubahan
norma-norma sosial yang membatasi perempuan dalam menjalani peran dan

aspirasinya.

Partisipasi perempuan dalam politik mempengaruhi kesejahteraan dan
hubungan antar anggota masyarakat. Ketika lebih banyak perempuan terlibat
dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Ini berarti isu-isu yang
berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan keluarga, seperti pendidikan dan
kesehatan, mendapat perhatian yang lebih besar. Dengan demikian, dengan
memfokuskan pada Politik Sosial, kita dapat lebih memahami bagaimana
partisipasi perempuan dalam politik dapat memperkuat kesejahteraan dan

integrasi sosial di masyarakat.

Selain itu, tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik sering kali
berkaitan dengan norma dan budaya masyarakat. Banyak masyarakat memiliki
pandangan tradisional tentang peran perempuan yang mungkin menghambat

keterlibatan mereka dalam politik. Dengan memahami lebih dalam dinamika
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budaya dan norma sosial melalui lensa Politik Sosial, kita dapat menemukan cara-
cara untuk mengatasi hambatan tersebut dan menciptakan lingkungan yang

mendukung lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.

AR-RANIRY




BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan

peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam

meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik:

1.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan
tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada untuk meningkatkan partisipasi
perempuan di politik. DP3A memainkan peran sentral dalam upaya
meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Melalui pendidikan
politik, dukungan terhadap partai politik, dan promosi peran aktif perempuan
dalam pengambilan keputusan, DP3A telah membangun fondasi penting bagi
keterlibatan perempuan dalam arena politik Aceh. Meskipun regulasi tentang
kuota perempuan di lembaga legislatif telah ada, tantangan seperti penurunan
jumlah perempuan di posisi tersebut masih terjadi. Penting bagi DP3 A untuk
terus memperkuat efektivitasnya, memfokuskan pada aspek-aspek seperti
pendidikan politik dan sarana politik, untuk memastikan bahwa partisipasi
perempuan dalam politik di Aceh berjalan optimal dan berkelanjutan.

Dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
meningkatkan partisipasi perempuan di politik, terdapat dua faktor
penghambat internal utama, yakni anggaran dan sumber daya manusia.
Kendala alokasi dana sering menjadi hambatan utama bagi DP3A, dengan

anggaran yang tidak selalu mencukupi untuk mendukung program-program

64
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pemberdayaan perempuan. Selain itu, keterbatasan personel, termasuk
penggabungan DP3A dengan dinas lain, seperti BKKBN, menciptakan
tantangan dalam memberikan dukungan optimal untuk meningkatkan
partisipasi perempuan. Faktor eksternal, seperti tekanan sosial dari keluarga
dan masyarakat yang menganggap perempuan seharusnya lebih fokus pada
peran rumah tangga, bersama dengan budaya patriarki yang masih melekat,
juga menghambat partisipasi perempuan. Peningkatan alokasi anggaran,
peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesetaraan gender, dan
perubahan budaya di lingkungan politik menjadi kunci untuk mengatasi
hambatan ini dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik secara

signifikan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1.

Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung program-program
pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan, edukasi, dan sosialisasi. Hal
ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali alokasi anggaran yang ada dan
memastikan penggunaannya secara efisien.

DP3A perlu memprioritaskan perkuatan kemitraan dengan organisasi non-
pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta yang memiliki keahlian
dalam advokasi gender. Kemitraan yang solid dapat menjadi kunci untuk

mendapatkan sumber daya tambahan, pengetahuan, dan dukungan yang
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diperlukan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan
dengan efektif dan berkelanjutan.

. Untuk penelitian selanjutnya dapat fokus pada kajian dampak program
pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3A, dengan mengevaluasi
perubahan perilaku, keterampilan, dan keterlibatan perempuan dalam politik

setelah mengikuti program tersebut.
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